[1.1]

Sekretariat: Jalan Turangga No. 25 Bandung - 40263 | Telp/Fax. (022) 7351165

SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

PUTUSAN
Nomor: 1081/PTSN-MK. PA/KI-JBR/X/2020

1. IDENTITAS

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa, memutuskan, dan

menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi:

1862/K-14/PSI/KI-]BR/1X/2020 yang diajukan oleh:

Nama :  Asep Muhidin

Alamat :  Kp. Mariuk RT.01 RW.04 Ds. Pasirwaru Kec. Bl. Limbangan,
Kabupaten Garut Jawa Barat 44186

selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap
Nama : PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3)
Garut
Alamat : ]l OttoIskandardinata No.140 A, Pasawahan Kec. Tarogong

Kaler, Kabupaten Garut Jawa Barat 44151

yang dalam persidangan ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada
hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, Fauzan selaku Manager PT PLN (Persero)
Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Garut melalui surat kuasa nomor
0004.Sku/SDM.02.07/B02080000/2020 tertanggal 20 Oktober 2020
memberikan kuasa kepada:

Nama :  Soni Maulana Ichsan
Jabatan :  Pegawai PT PLN (Persero)
Nama :  Asri Mayang Saputri
Jabatan :  Pegawai PT PLN (Persero)
Nama :  Renni Soraya

Jabatan :  Pegawai PT PLN (Persero)
Nama :  Radite Panji Perdana
Jabatan :  Pegawai PT PLN (Persero)
Nama :  Reza Drajat Pratama
Jabatan :  Pegawai PT PLN (Persero)
Nama :  Raden Prayudi Setia Affadie

Jabatan :  Pegawai PT PLN (Persero)

Kontak Pelayanan Sengketa via email: sengketakipjabar@gmail.com
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[1.2]

Nzmz s Megz Indzh Mzwati
Jzbzizn :  Pegawzi PT PLN (Perserd)
Nzmaz :  DediSugzndi

J2bztzn :  Pegzwizi PT PLN (Perzero)
Selanjutnyz dizebut sebzgzzi Termohon.
Telzh membzcz surzt permohonzn Pemohon;

Telzh mendengzr keterangzn Pemohon dzn Termohorn;
Telzh memerikez bukti-bulkt dzri Pemohon dzn Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[21]

Menimbzng bzhwz Pemohon telzh mengzjukzn Permohonan Penyelesaian
Sengreta Informasi Publix yzng diterimz dan terdaftar di Kepaniterazn
Komisi Informasi Provinsi Jzwz Barat pzdz tangzzl 1 September 2020 dengan
dztang seczra lzngsung dzn diregister pzda tanggzl 3 September 2020 dengan
registrzsi sengretz nomor 1262/4-14/PS1/¥1-]2P /1% /2020.

Kronologi

[2.2]

(23]

[2.4]

[2.5]

[2.6)

Pzdz tanggal 23 Juni 2020 Pemohon mengzjukzn surzt permintazn informasi
kepzda PT. PLN Unit Pelzyznzn Pelangzan (UP3) Garut dengan nomor
72/V1/Mzsyarzyzt-Gzrut /2020 perinzl Permintzzn Szlinan Dztz berdaszarkzan
tandz terimz surzt tanggzl 23 Juni 2020, berupa: Bukti penyetorzn hasil
penarikzn/pemungutan PP] kepzda Pemkab Garut dzri tzhun 2017, 2018, 2019
hingga Mei 2019; Szlinzn Mol yzng dibuztzntzra Pemkzb Garut dengan PT.PLN
yang berlzku dan/fztau dijadikan zcuzn/dasar hukum sejzk 2017 sampai saat
ini; Tagihan atzs penggunzzn beban/dzya PJU besertz lokasi PJU dari tzhun
2017,2018, 2019 hingga Mei 2020.

Pada tanggal 6 Juli 2020 Pemohon mengzajukan surat keberatan kepada Kepzla
PLN Provinsi Jawa Barat, ¥epzla PLN UP 3 Kzbupzten Carut dzn Kepela Diskominfo
Kabupaten Garut dengzn nomor surat 75/VII/Masyarakat-Garut/2020,
berdasarkan tandz terima Surat tanggal 6 Juli 2020.

Padaz Tanggal 13 Juli 2020 Termchon memberikan tanggapan ztzs surat dari
Pemohon, dengzn nomor surat 0412/AGA.04.01/802020000/2020, tertznggal
13 Juli 2020.

Pada tznggal 1 September 2020 Pemohon mengzjukan permohonan
penyelesaian sengyeta informasi kepzda Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
dengan datang secara langsung

Pada tanggal 3 September 2020 Komisi Informasi Provinsi Jawz Barat mencatat
dan meregister permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan nomor
register: 1860/X-14/PSI/¥1-JBR/1%/2020 dengzn nomor akta:
PSI1/V11/2020.
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[2.7] Pada tanggal 6 Oktober 2020 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
mengirimkan Surat Ralat Akta Registrasi dengan Nomor: 05/ADM/PSI/KI-
JBR/X/2020, merubah Nomor Register: 1860/K-14/PSI/KI-JBR/IX/2020 dan
Nomor Akta: 1425/REG-PSI/IX/2020 menjadi Nomor Register: 1862/K-
14/PSI/KI-JBR/1X/2020 dan Nomor Akta: 1427 /REG-PSI/1X/2020.

[2.8] Padatanggal 21 Oktober 2020 dilaksanakan sidang Pemeriksaan Awal di Kantor
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
[2.9] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan.
Petitum

[2.10] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan
sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008

B. Alat bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa di persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020
Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirim surat permohonan antara tanggal 22 dan 23
Juni.

2. Pemohon menerima surat jawaban dengan mengambil langsung ke
kantor PLN.

3. Suratjawaban Termohon tidak disertakan alasan-alasan atau penetapan
pengecualian.

4. Dalam surat pertama Pemohon menyampaikan surat permohonan tetapi
tidak dijawab sesuai ketentuan, yaitu 7 hari kerja.

5. Pemohon menyampaikan keberatan sesuai dengan ketentuan, setelah itu
Termohon menyampaikan surat jawaban walaupun secara redaksional
keliru.

6. Setelah menghitung waktu Pemohon mengirimkan surat jawaban yang
juga ditembuskan kepada petinggi atau pimpinan PLN secara hierarkis.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

BuktiP-1 | Salinan surat permohonan informasi publik nomor:
72/V1/Masyarakat-Garut/2020 tertanggal 22 Juni 2020, perihal
Permintaan Salinan Data

Bukti P-2 | Salinan tanda terima surat permohonan informasi publik
tertanggal 23 Juni 2020.

BuktiP-3 | Salinan surat keberatan informasi publik nomor:
75/VIl/Masyarakat-Garut/2020 tertanggal 6 Juli 2028~ qer
Keberatan

\Q
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Bukti P-4 | Salinan tanda terima surat keberatan informasi publik tertanggal
6 Juli 2020,

Bukti P- 5 Salinan jawaban surat dari Termohon, perihal Permohonan Data
nomor: 0412/AGA.04.01/B02080000/2020 tertanggal 13 Juli
2020.

Bukti P- 6 [ Salinan Kartu Penduduk atas nama Asep Muhidin

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir,
Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh
informasi publik yang diminta Pemohon.

2. Memerintahkan Badan Publik untuk menanggapi permohonan informasi
oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa di persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020
Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai
berikut:

1. Bahwa PPID utama adalah manager PT.PLN UP3 Garut
2. Termohon menerima surat permohonan informasi tanggal 23 Juni 2020.

3. Pada poin 3 pada surat jawaban bahwa Termohon memiliki perjanjian
dengan Pemerintah Kabupaten Garut, dalam perjanjian tersebut bahwa
informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya. Jika terdapat
permohonan informasi maka Termohon harus konfirmasi terlebih
dahulu kepada Pemerintah daerah.

4. Surat jawaban Termohon tanggal 13 Juli 2020 menjawab sekaligus surat
tanggal 23 Juni 2020 dan 6 Juli 2020.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1 | Surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2020

Bukti T- 2 Salinan Kartﬁ Tanda Penduduk atas nama Soni Maula;a Ichsan

Bukti T-3 | Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Asri Mayang Saputri

Bukti T- 4 | Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Renni Sc;raya

BuktiT-5 | Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Radite PaW@\Q’

e N . .?
Bukti T- 6 | Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Reza Dr tatama Y,
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-

BuktiT-7 | Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Raden Prayudi Setia T
Affadie

BuktiT-8 | Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Mega Indah Mawati

BuktiT-9 | Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedi Sugandi

3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon
[3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan.
Kesimpulan Termohon

[3-2] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.

4, PERTIMBANGAN HUKUM

[41] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai
Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal
35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Keterbukaan Informasi
Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf a, Pasal 13, dan Pasal 36 ayat (1) dan (2)
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI tentang PPSIP).

[42] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner
akan terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa,
memutus dan menjatuhkan putusan permohonan a quo;

2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon.
Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4, pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat
(1) huruf a, pasal 36 ayat (2), pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 5 dan pasal
6 PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[44] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian
Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan
informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1)
huruf ¢ UU KIP juncto Pasal 5 huruf b PERKI tentang PPSIP.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] dan paragraf [4.4]
Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus
dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP juncto Pasal 6 ayat (2)
dan pasal (4) PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi
Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang
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(47]

(4.8]

P

Menimbang bahwa Termohon adalah PTPIN Unit Pelavsana Pelayanan
Pelangpan (UP3) Garut merupakan Badan Publik di Provinsi Jawa Barat sesuz)
dengan pasal 27 ayat (3) UU KIP,

Menimbang bahwa berdasarkan uralan paragraf [4.6) dan paragral  [4.7]
tersebut Majelis Komisfoner berpendapat hahwa Yomish Informasi Preoving
Jawa Barat berwenang memerivss, memutus dan menjatubian putussn
terhadap permohonan a quo,

B. Kedudukan Hukum ( Legal standing) Pemohon

[4.9]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angha 12, Pasal 35 ayat (1) huruf ¢,
pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP functo Pazal 1 angha 8, Pasal 30 ayat (1) huruf
c dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik (PERKI tentang SLIP) Juncto Pasal 1 angya 6 dzn
angka 7, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 7 PERKI tentang PPSIP yang pzadz
pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telzh
mengajukan permohonan penyelesalan senghketa Informasi Publiy kepada
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat setelah terlebih dahulu menempuh upaya

keberatan kepada Termohon.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Permohonan:

1. Pada tanggal 22 Juni 2020 Pemohon mengajukan surat permintzzn

informasi kepada PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelznggzn (UPZ)
Kabupaten Garut dengan nomor 72/VIi/Masyarakat-Garut/2020 perinzl
permintaan salinan data berdasarkan tanda terima surat tanggzl 22 Juni
2020, berupa: Bukti penyetoran hasil penarikan/pemungutan PP kepzda
Pemkab Garut dari tahun 2017, 2018, 2019 hingga Mei 2019; Szlinzn Mol
yang dibuat antara Pemkab Garut dengan PT. PLN yang berlaku dan/ztau
dijadikan acuan/dasar hukum sejak 2017 sampal sazt ini; Tzgihzn ztzs
penggunaan beban/daya PJU beserta lokasi PJU dari tahun 2017,201%8,2019

hingga Mei 2020.

2. Pada tanggal 6 Juli 2020 Pemohon mengajukan surat keberztan kepzdz

Kepala PLN Provinsi Jawa Barat, Kepala PLN UP 3 Kabupaten Garut dzn Yepzlz
Diskominfo Kabupaten Garut dengan nomor surat 75/VIl/Mzsyzrziat-
Garut/2020, berdasarkan tanda terima Surat tanggal 6 Juli 2020

3. Pada Tanggal 13 Juli 2020 Termohon menanggapi surat dari Pemohon,

dengan nomor surat 0412/AGA.04.01/B02080000/2020, tertanggz] 13 Juli
2020.

4, Pada tanggal 1 September 2020 Pemohon mengajukan permohonzn

penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa
Barat dengan datang secara langsung.

5. Pada tanggal 3 September 2020 Komisi Informasi Provinsi Jawz Barat

mencatat dan meregister permohonan penyelesaian sengketa informasi
dengan nomor register: 1860/¥-14/PSI/¥I-JBR/1%/2020 dengan nomor zktz:
1425/REG-PSI/VII/2020.

Pada tanggal 6 Oktober 2020 Komisi Informasi Provinsi Jawz Bzrzt
mengirimkan Surat Ralat Akta Registrasi dengan Nomor: 05/ADM

Ny

JBR/X/2020, merubah Nomor Register: 1860 /K-14/PSI/KI-JBR/ ' f,,,
Nomor Akta: 1425/REG-PSI/IX/2020 menjadi Nomor Regj K237 \
//r/; "a,";-'

14/PSI/KI-JBR/1%/2020 dan Nomor Akta: 1427 /REG-PSI/IX/
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[4.11]

Menimbang berdasarkan

Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan
Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang
berisikan:

a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau pun tidak;

b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai
informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di
bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan
mengetahui keberadaan informasi yang diminta;

c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan
materi informasi yang akan diberikan;

c¢. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan
tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

d. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
e. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
Pasal 35 ayat (1) UU KIP yang menyatakan

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis
kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan

alasan berikut:

a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9;

Tidak ditanggapinya permintaan informasi;

Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
Tidak dipenuhinya permintaan informasi;

Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-
Undang ini.

Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan
tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya
keberatan secara tertulis.

® =0 oaon

Pasal 37 ayat (2) UU KIP yang menyatakan

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis
dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 5 PERKI tentang PPSIP yang menyatakan

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi In
ditempuh apabila:

W= /o
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[4.12]

[4.13]

[4.14]

[4.15]

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yzang diberivan
oleh atasan PPID; atau

b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telzh
diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hazri
kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Pasal 13 Pasal 5 PERKI tentang PPSIP yang menyatakan
Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterimz oleh
Pemohon; atau

b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID
dalam memberikan tanggapan tertulis.

Menimbang berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) PERKI tentang PPSIP yang
menyatakan

(1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

a. Kewenangan Komisi Informasi;
b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa informasi;
¢. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa
informasi;
d. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
(2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan
sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

Menimbang keterangan Pemohon dalam persidangan pada hari Rabu tanggal
21 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi
Provinsi Jawa Barat pada tanggal 1 September 2020 yang seharusnya paling
lambat diajukan pada tanggal 30 Juli 2020 yaitu 14 (empat belas) hari kerja
sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh
Pemohon; atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk
atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] sampai paragraf
[4.13] tersebut Majelis Komisioner berpendapat tidak menerima
permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon karena Pemohon
terbukti tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai
Pemohon, karena pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi
publik melebihi jangka waktu (kadaluarsa) sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.11].

Menimbang bahwa Majelis Komisioner menyatakan tidak menerima
kedudukan hukum (legal standing) Pemohon maka Majelis Komisioner tidak
akan mempertimbangkan pokok permohonan lagi.

C. Kedudukan Hukum ( Legal standing) Termohon

[4.16]

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP yang menyatakan

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan bada
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan a:f
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pen )
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja l--
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[4.17)
[4.18]

organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Menimbang Termohon adalah Badan Publik.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] dan paragraf
[4.17] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi
syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon Badan Publik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner
berkesimpulan:

(5.1]

(5.2]

[5.3]

[6.1]

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili
dan memutus perkara a quo;

Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon
untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo karena Pemohon
mengajukan Permohonan Informasi melebihi batas waktu yang ditentukan

sesuai ketentuan (kadaluarsa);

Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik
dalam perkara a quo;

6. AMAR PUTUSAN
Memutuskan,

Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Husni
Farhani Mubarok selaku ketua merangkap anggota Dadan Saputra dan Dedi
Dharmawan masing-masing sebagai anggota, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 dan
diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020
oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya disebutkan diatas dengan didampingi oleh
Agus Supriyanto sebagai Petugas Kepaniteraan serta dihadiri oleh Pemohon dan

Termohon.

Ketua Majelis
ttd

(Husni Farhani Mubarok)

Anggota Majelis Anggota Majelis
ttd ttd
(Dadan Saputra) (Dedi Dharmawan)

Petugas Kepaniteraan
ttd

(Agus Supriyanto)

Dipindai dengan CamScanner



Catatan:

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat
berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
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